JPSP: Jurnal Psikologi Sains dan Profesi
ISSN: 2614-2279 e-ISSN: 2598-3075

PSYCHOLOGICAL EMPOWERMENT PADA AGEN PERUBAHAN: STUDI KASUS DALAM
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Vol. 2, No. 2, Agustus 2018: 153-159

Mimy Oktaviani dan Rayini Dahesihsari
Magister Psikologi Profesi Universitas Katholik Indonesia Atma Jaya
E-mail: mimyoktaviani@gmail.com

ABSTRAK, Banyak penelitian menunjukkan bahwa proses perubahan tidak selalu memiliki dampak yang diharapkan jika tidak dikelola
secara serius. Salah satu aktor kunci dalam mengelola proses perubahan adalah agen perubahan. Studi ini berfokus pada psychological
empowerment kepada agen perubahan, yang diperlukan dalam peran mengatasi berbagai kendala dan kendala dalam memulai dan
melaksanakan perubahan. Penelitian dilakukan di sektor publik di Jakarta menggunakan pendekatan kualitatif. Wawancara mendalam
dilakukan di antara tiga karyawan organisasi yang ditunjuk sebagai anggota tim perubahan, untuk mengeksplorasi pengalaman mereka,
penghargaan dan makna dari kompetensi yang mereka miliki untuk menerapkan perubahan serta mengatasi tantangan dan kendala.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peserta menghargai peran mereka sebagai agen perubahan karena pengangkatan dari
atasan mereka, merasa tugas ini adalah bagian dari mereka, dan melihat dampak positif dari peran mereka dalam membawa perubahan
positif bagi organisasi. Mereka pada umumnya merasa cukup mampu melakukan peran mereka dengan cukup baik, meskipun masih
membutuhkan pengembangan kapasitas berkelanjutan di seluruh proses perubahan yang sedang berlangsung. Mereka merasa bahwa
mereka tidak dapat melakukan peran mereka secara optimal karena keterbatasan otoritas mereka. Keterampilan koordinasi yang baik
diperlukan untuk kondisi ini sehingga setiap unit dapat didorong untuk mendapatkan perspektif yang lebih integratif tentang perubahan
organisasi.

Kata Kunci: Perubahan Organisasi, Sektor Publik, Agen Perubahan, Psychological Empowerment

PSYCHOLOGICAL EMPOWERMENT OF AGENT OF CHANGE:
CASE STUDY IN PUBLIC SECTOR ORGANIZATION

ABSTRACT, Many studies indicate that the process of change does not always have the expected impact if it is not seriously managed.

One of the key actor in managing the change process is the agent of change. This study focuses on the psychological empowerment of
the agent of change, which is needed in the role of overcoming various obstacles and constraints in initiating and implementing change.

The study was conducted in a public sector in jakarta using a qualitative approach. In-depth interviews were conducted among the three
employees of the organization who were appointed as the member of a team of change, to explore their experience, appreciation, and
meaning of the competencies they possess to implement the changes as well as overcoming the challenges and constraints. The result of
this research shows that the participant appreciates their role as an agent of change because of the appointment from their superiors, feels
this task is part of them and sees the positive impact of their role in bringing positive change to the organization. They generally feel quite
capable of performing their role well enough, though it still requires continuous capacity development throughout the ongoing process
of change. They feel that they can not perform their role optimally because of the limitations of their authority. A good coordination skill
is required for these conditions so that every unit can be encouraged to get a more integrative perspective about organizational change

Key words: organizational change, public sector, agent of change, psychological empowerment

PENDAHULUAN

Perubahan organisasi terjadi di setiap organisasi, begitupula
dalam sektor publik. Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah
satu perubahan organisasi di lembaga pemerintahan secara
nasional, yang terjadi karena krisis di Indonesia yang memaksa
pemerintah melakukan reformasi di segala bidang. RB mulai
dicanangkan pada tahun 1998 dan sulit untuk diterapkan sampai
dengan tahun 2009. Menurut Osborne dan Gaebler (1992), salah
satu kendala dalam perubahan birokrasi dalam sektor publik
yaitu karena budaya organisasi yang birokratis dan kaku.

Struktur organisasi lembaga pemerintahan di Indonesia
termasuk ke dalam tipe birokrasi yang menurut Robbins (2013)
merupakan struktur organisasi yang memiliki tugas rutin
tinggi, dilaksanakan dengan cara spesialisasi kerja, memiliki
aturan formal dalam melaksanakan tugas kesehariannya, tugas
dikelompokkan sesuai departemen-departemen, memiliki oto-
ritas yang tersentralisasi, rentang kendali yang terbatas, dan
pengambilan keputusan sesuai dengan rantai komando yang

ada (top down). Dengan tipe seperti ini, sedikit dibutuhkan
inovasi dalam pelaksanaan tugasnya (Robbins, 2013), hal ini
menjadi suatu tantangan berat dalam melakukan perubahan
organisasi. Perubahan akan berjalan dengan lambat dan banyak
kepentingan yang ikut berperan serta di dalamnya.

Pada tahun 2010 pemerintah melalui kementerian PAN
dan RB membentuk grand design RB untuk memberi pedoman
teknis untuk melakukan perubahan. Adapun sasaran yang ingin
dicapai yaitu: (1) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan
bebas KKN; (2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada
masyarakat; (3) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja
birokrasi. Adapun peru-bahan yang di-lakukan dalam RB yaitu
pada 8 (delapan) area perubahan seperti manajemen perubahan,
penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, penataan dan
penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem
manajemen SDM, penataan peraturan perundang-undangan,
peningkatan kualitas pelayanan publik.

Diantara ke-8 area tersebut, fokus perubahan terlihat pada
area SDM dimana proporsi perubahan lebih besar dibandingkan



154 Psychological Empowerment pada Agen Perubahan: Studi Kasus dalam Organisasi Sektor Publik

area yang lain, peran dan fungsi PNS yang strategis yaitu se-
bagai pelaksana, pelayan publik dan pengelola pemerintahan
serta memiliki tantangan yang lebih besar karena adanya pe-
nyakit birokrasi yang sudah membudaya (Sutherland, 1983).
Berdasarkan Palmer, dkk (2009) perubahan tersebut termasuk
ke dalam perubahan second order karena perubahan dilakukan
secara mendasar dan merubah semua aspek dalam tata kelola
pemerintahan.

Untuk mengusung perubahan tersebut, dibentuklah agen
perubahan Menurut Smither, Houston, & Mclntire (2016) agen
perubahan yaitu orang yang bertanggung jawab dalam me-
ngembangkan, memfasilitasi, dan mengevaluasi usaha yang
dilakukan untuk melakukan perubahan.

Smither, Houston & Mclntire (2016) menyatakan bahwa
dalam setiap perubahan yang terjadi, akan menemui hambatan
atau resistensi. Oreg et al (2011 dalam Smither, dkk, 2016)
menyatakan bahwa terdapat beberapa resistensi dari sisi individu
dan organisasi. Begitu pula yang dihadapi oleh agen perubahan
di lembaga pemerintahan yang harus menghadapi resistensi dari
sisi organisasi berupa sistem kerja birokrasi yang sulit untuk
menerima inovasi atau perubahan, RB merupakan perubahan
yang berasal dari luar kementerian sehingga membutuhkan pe-
nyesuaian, selain itu terdapat ego sektoral dari unit di dalam ke-
menterian terhadap perubahan tersebut.

Resistensi dari sisi individu berasal dari pegawai dan
pejabat tinggi. Pegawai yang sudah bekerja puluhan tahun
merasa nyaman dengan sistem sebelumnya sehingga enggan
untuk berubah. Selain itu,mereka juga merasa tidak memiliki
kemampuan untuk mengikuti perubahan. Dari pihak pejabat,
mereka memiliki tugas utama yang harus diprioritaskan sehingga
kurang melaksanakan perubahan RB. Selain itu, banyak pim-
pinan yang sudah pensiun dan penggantinya tidak paham tentang
perubahan RB. Menurut Oreg dan Sverdlik (2011 dalam Smither,
Houston & Mclntire (2016)), agen perubahan dapat dikatakan
bekerja secara efektif apabila mampu menghadapi resistensi atau
membuat situasi yang tidak jelas menjadi suatu hal yang dapat
dilaksanakan.

Berdasarkan Smither, Houston & McIntire (2016), terdapat
beberapa kualitas yang diperlukan oleh agen perubahan dalam
melaksanakan perubahan organisasi yaitu memiliki pusat kon-
trol internal, percaya bahwa dirinya memiliki kompetensi
yang dibutuhkan, terbuka terhadap hal baru, toleransi yang
tinggi terhadap ketidakpastian, dan mau menanggung resiko.
Hal tersebut di atas dapat dimiliki jika memiliki psychological
empowerment.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bowen
dan Lawler (1992) psychological empowerment terbukti
berkaitan dengan efektivitas dan inovasi dalam situasi kompleks,
ketidakpastian dan minimnya peran manager. Thomas dan
Velthouse (1990) menyatakan bahwa psychological empowerment
akan dapat meningkatkan konsentrasi, inisiatif dan daya tahan
seseorang sehingga meningkatkan efektivitas kerja. Terkait
dengan masa kerjanya, agen perubahan ini akan bekerja sam-
pai dengan 2025 sehingga diperlukan komitmen yang kuat
untuk tetap bertahan sebagai agen perubahan dengan segala
ketidakpastian dan resistensi yang ada. Menurut Yukl (2005)

komitmen seseorang akan semakin kuat untuk menyelesaikan
tugasnya jika memiliki psychological empowerment yang tinggi.
Agen perubahan diharapkan mampu untuk memiliki
inovasi dan mampu mengatasi resistensi yang ada. Tetapi sa-
yangnya, hal tersebut kurang tampak pada agen perubahan
lembaga pemerintahan dimana mereka tampak menyerah saat
menghadapi resistensi yang ada karena merasa tidak memiliki
kewenangan dalam melakukan perubahan. Akhir-akhir ini,
mereka juga merasa apatis dalam menghadapi resistensi yang
ditemui. Mereka hanya menjalani tugasnya sesuai pola penilaian
dari lembar kerja evaluasi (hasil wawancara dengan Ketua tim
RB, tanggal 4 Agustus 2017). Dampaknya yaitu perubahan yang
nyata terjadi dilapangan tidak sesuai dengan dokumen yang
ada. Selain itu, pada tahun 2017, mereka tidak dapat mencapai
target perubahan yang ditetapkan. Hal tersebut mencerminkan
kurangnya psychological empowerment pada agen perubahan
di lembaga pemerintahan sehingga kinerjanya tidak optimal dan
berdampak pada ketidakberhasilan dalam mencapai target.

Psychological Empowerment

Thomas dan Velthouse (1990 dalam spreitzer 1995) ber-
anggapan bahwa psychological empowerment merupakan
suatu konsep yang terdiri atas beberapa hal, sehingga bukan
dianggap sebagai konsep tunggal. Thomas dan Velthouse
(1990 dalam spreitzer 1995) menyatakan bahwa meningkatnya
motivasi secara instrinsik akan mencerminkan orientasi individu
pada peran kerjanya.

Thomas dan Velthouse (1990) menyatakan terdapat 4
(empat) dimensi kognitif dalam hal kebermaknaan (meaning),
kompetensi (competence), determinasi diri (self determination),
dan pengaruh (impact). Berikut adalah penjelasan dari masing-

masing dimensi yaitu:

a. Meaning,

Meaningmerupakannilai dari tujuan pekerjaan yang terkait
dengan idealisme atau standar individu. Meaning membutuhkan
kesesuaian antara peran di pekerjaannya dengan kepercayaan/
nilai yang dimilikinya dan tingkah laku. Kebermaknaan terkait
dengan standar pribadi atau standar kebutuhannya.

b. Competence,

Kompeten atau self efficacy merupakan kepercayaan indi-
vidu atas kemampuan dirinya sendiri dalam melakukan suatu
aktivitas dengan menggunakan keahlian yang mereka miliki.
Hal ini sejalan dengan istilah agency beliefs, suatu keahlian yang
dimiliki dan harapan dari upaya yang telah diberikan (Bandura,
1989). Dimensi ini diberikan label kompeten dibandingkan self
esteem karena berfokus pada efficacy dalam area pekerjaan saja,
bukan efficacy secara global.

c. Self-determination,

Adalah suatu perasaan memiliki kewenangan dalam
membuat pilihan atau melakukan svatu pekerjaan. Hal ini
merefleksikan otonomi dalam memulai atau melanjutkan suatu
pekerjaan. Hal ini juga terkait dengan tanggung jawab atas
tindakan yang berhubungan dengan pekerjaannya.
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d. Impact.

Impact atau dampak adalah derajat dimana seseorang
merasa sejauh mana dirinya dapat mempengaruhi suatu hasil
pekerjaan.

Secara  bersamaan, keempat dimensi tersebut
merefleksikan orientasi terhadap pekerjaannya secara aktif.
Hal tersebut ter-gabung untuk membentuk satu konstruk yaitu
pemberdayaan psikologis, atau dengan kata lain yaitu apabila
salah satu dimensi tidak ada, maka tingkat pemberdayaan
psikologis yang diperoleh juga tidak maksimal (Spreitzer, 1995).

Tujuan Penelitian

a. Mendapatkan gambaran psychological empower-ment
pada agen perubahan kementerian P.

b. Membuat rancangan intervensi yang sesuai dengan
gambaran psychological empowerment agen perubahan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena
pendekatan tersebut mampu memungkinkan peneliti untuk
mendapatkan data tentang dinamika pemaknaan, penghayatan
dan pandangan agen perubahan terhadap peran yang mereka
jalankan dalam reformasi birokrasi di Kementerian P, yang

mengacu pada psychological empowerment mereka.

Variabel Penelitian

Definisi konseptual dari psychological empower-
ment adalah keyakinan yang dimiliki oleh seseorang untuk
melaksanakan perannya dalam suatu organisasi (Spretizer, 2007)

Definisi operasionalnya yaitu: (1) Meaning yaitu gambaran
bagaimana partisipan memaknai dirinya sebagai agen perubahan
RB. (2) Competence yaitu gambaran keyakinan partisipan atas
kemampuan yang dimilikinya sehingga dapat melaksanakan
tugas yang diemban dan mencapai tujuannya dengan sukses.
(3) Self determination yaitu bagaimana penghayatan partisipan
mengenai otonomi/ kewenangannya dalam menjalankan tugas
sebagai agen perubahan. (4) Impact yaitu pandangan partisipan
mengenai hasil kerja saat melaksanakan tugas sebagai agen
perubahan RB.

Partisipan Penelitian
a. PNS Kementerian P,

Kementerian P membuat fokus perubahan RB di area
SDM sejalan dengan fokus perubahan RB nasional.

b. Termasuk dalam tim RB area perubahan SDM.

Proporsi perubahan RB paling besar berada di area SDM
jika dibandingkan dengan area perubahan lainnya karena PNS
memiliki peran dan fungsi strategis dalam menjalankan peme-
rintahan. Selain itu, tantangan dan resistensi lebih banyak ditemui
di perubahan area SDM.

Adapun jumlah partisipan dalam penelitian ini
sebanyak 3 orang karena tim RB area perubahan SDM hanya
berjumlah 3 orangPengambilan data dengan menggunakan
wawancara. Wawancara kualitatif dilakukan untuk memperoleh

pengetahuan tentang makna subjektif yang dipahami individu
berkenaan dengan topik yang diteliti dan peneliti bermaksud
melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut (Banister, et.al.
1994 dalam Poerwandari, 2017). Analisa menggunakan content
analysis dengan cara melakukan identifikasi, pengkodean dan
kategorisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Meaning

a. Seluruh responden menjadi agen perubahan karena pe-
nunjukan langsung pada jabatannya.

Meaning merupakan pemaknaan individu mengenai suatu
pekerjaan yang dilakukannya. Keseluruhan responden bergabung
menjadi agen perubahan karena penunjukkan langsung terhadap
jabatannya. Mereka kemudian memaknai penugasannya tersebut
secara pribadi. Menurut H, setiap tugas yang diberikan adalah
tantangan yang harus diselesaikan dengan tanggung Jawab.
Apalagi hal tersebut adalah suatu hal yang baru. Hal tersebut
yang menjadi motivasi dalam menjalankan tugasnya sebagai
agen perubahan secara optimal. Selain itu, dengan bergabung
menjadi agen perubahan, ia berinteraksi dengan para pegawai.
Hal tersebut adalah situasi kerja yang disukainya sehingga ia
dapat merasa nyaman dalam bekerja.

Awalnya A menjadi agen perubahan karena menjabat
jabatan yang terkait dengan RB. Selanjutnya, ia menganggap
penugasan tersebut sebagai bukti kepercayaan seseorang
terhadapnya yang harus dijaga dan dipertahankan sehingga
harus dijalani dengan tanggung jawab penuh. Penghayatannya
ini menjadi motivasi dasar dalam melaksanakan perubahan RB.
Ia juga tertantang pada tugas baru dan dapat berdampak luas.

S menjadi agen perubahan karena posisi jabatannya. la
merasa ditantang untuk membuat suatu perubahan, karena hal
tersebut merupakan salah satu tanggung jawab yang terkait
dengan jabatannya. Disini terlihat tidak ada keterlibatan pribadi
dengan agen perubahan schingga dorongan untuk melakukan
perubahan RB area SDM sebatas untuk menjalankan perannya
sesuai posisinya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, terlihat bahwa H dan A
mengaitkan secara pribadi perannya sebagai agen perubahan,
sedangkan hal tersebut tidak terlihat di S. Pemaknaan tersebut
akan terkait dengan cara kerjanya dalam mengusung perubahan
ke depannya. Meaning ini akan terkait dengan kepedulian
terhadap apa yang akan mereka lakukan dalam pekerjaan mereka
(Spreitzer, 1995; Thomas& Velthouse, 1990).

b. Umumnya, fokus perubahan RB yaitu perubahan SDM
dan tata pemerintahan.

Baik A ataupun S, menekankan perubahan di area
SDM dan tata pemerintahan. Sedangkan H memiliki tujuan
perubahan RB sesuai aturan yang berlaku dan mendapatkan
tunjangan kinerja ketika tujuan RB tercapai. Hal tersebut
yang akan menjadi dasar perubahan yang dilakukan oleh
masing-masing partisipan.

c. Hal dasar yang membuat partisipan masih bertahan
menjadi agen perubahan terkait dengan pemaknaan masing-
masing responden terhadap perannya.
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Agen perubahan akan menghadapi berbagai rintangan
dalam mengawal perubahan RB. Terdapat perbedaan alasan
mengapa mereka bertahan di dalam agen peru-bahan tersebut.
Sampai saat ini, H masih bertahan men-jadi agen perubahan
karena ada kepuasan bahwa hasil kerjanya diterima dan
dilaksanakan oleh seluruh pegawai kementerian P. Dari kepuasan
inilah, membuat H bertahan dan menjadi faktor pendorong H
menjalankan perubahan walaupun menghadapi segala kendala

Pada saat ini walaupun A merasa ingin berhenti sebagai
agen perubahan, ia tidak dapat melakukan itu karena ia merasa
bahwa agen perubahan sudah menjadi bagian dari dirinya.
Dengan penghayatannya tersebut, akan membuat dirinya
mampu bertahan dan akan bangkit kembali ketika menghadapi
permasalahan. Apabila ditambah dengan pemberian andil atau
peran dalam suatu tugas baru, ia akan makin terdorong untuk
melaksanakannya dengan segenap jiwanya.

S tetap bertahan karena masih menjabat sebagai kepala
XYZ yang memiliki peran dalam perubahan SDM. Keterkaitan
yang ada adalah antara jabatannya dengan tugas tim RB, bukan
keterkaitan pribadi dengan agen perubahan.

Self-Determination

a. Sebagian dari partisipan memiliki otonomi dalam men-
Jjalankan peran perubahan.

Determinasi diri yaitu bagaimana penghayatan partisipan
mengenai otonomi/kewenangannya dalam menjalankan tugas
sebagai agen perubahan. H memiliki peran di area teknis pe-
laksanaan perubahan RB area SDM. Di beberapa hal, saat
menjalankan perannya, ia akan tergantung pada perintah atasan
terlebih dahulu karena sistem kerja yang fopdown. la merasa
tidak bisa melakukan suatu pekerjaan yang menurutnya efektif
tanpa adanya arahan atau perintah dari atasan. Dengan adanya
batasan sistem tersebut, ia menjadi kurang bekerja secara optimal
dan menimbun inovasi yang kerap muncul dari dirinya.

Berbeda dengan H, A dan S memiliki otonomi dalam
me-ngatur tugas dan tanggung jawabnya. A menjelaskan bahwa
dalam menjalani perannya di perubahan RB area SDM, A lebih
berperan sebagai koordinator dokumen perubahan di dalam
lingkup kerjanya. Secara lebih luas di lingkup kementerian P, A
memiliki peran sebagai penerjemah kebijakan yang dibuat oleh
pimpinan untuk diturunkan ke tataran teknis. Selain itu, ia juga
bertanggung jawab dalam hal teknis untuk memastikan bahwa
perubahan diketahui oleh seluruh pegawai melalui koordinasi
dengan pihak terkait.

Begitu juga S, ia memiliki otonomi saat melak-sanakan
peran sebagai agen perubahan. Peran yang dilakukan sebagai
agen perubahan terkait dengan pembuatan kebijakan dan
keputusan berdasarkan situasi dan kondisi yang sedang terjadi,
pemantauan proses perubahan, evaluasi yang dilakukan. Ia
juga memiliki fungsi pembinaan dalam hal pemberian motivasi
ataupun sanksi. Namun sayangnya, S terlihat kurang optimal
dalam menjalankan perannya sebagai agen perubahan karena
ia menjalankan RB berdasarkan tuntutan jabatan, sedangkan
perubahan RB adalah tugas tambahan dalam jabatannya.

Dari hal ini bisa terlihat bahwa H memiliki keter-batasan
dalam menjalankan perannya sehingga kurang optimal dalam

bekerja. S juga menjadi kurang optimal karena perubahan RB
bukan tugas utama dari jabatannya sehingga mempengaruhi
cara kerjanya walaupun ia memiliki otonomi penuh dalam
menjalankan perannya. A dapat menjalankan perannya dengan
melihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa ia lakukan,
karena dorongan dasarnya kuat dan memiliki otonomi
terhadap tindakan yang dilakukannya saat menjalani peran
sebagai agen perubahan.

b. Seluruh partisipan merasa memiliki kewenangan yang
terbatas yang menyebabkan performa kerja kurang optimal.

Seluruh partisipan merasa memiliki kewenangan yang
terbatas oleh sistem kerja yang ada. H merasa dengan kewenangan
yang terbatas seperti itu kurang dapat memfasilitasi dirinya dalam
melakukan perubahan dan dapat mereduksi keyakinan bahwa
dirinya mampu dalam mengawal perubahan sehingga akhimya ia
bergantung pada pihak lain saat menjalankan perubahan. Menurut
A, kewenangan atas perubahan RB area SDM berada di kepala
biro kepegawaian dan tidak bisa didelegasikan, schingga A merasa
terbatas kewenangannya pada saat menjalankan peran sebagai
agen perubahan. Dengan posisi jabatannya ini, A merasa menjadi
agen perubahan adalah suatu hal yang berat untuk dilakukan
karena tugasnya besar tapi kewenangannya terbatas sehingga
membutuhkan perjuangan untuk dapat mewujudkannya. Dan
ternyata perjuangannya tidak dianggap oleh para pimpinan.

Kewenangan S sebagai agen perubahan sesuai dengan
kewenangan jabatannya karena perubahan SDM  terkait
dengan tugas pokoknya sehari-hari sehingga kewenangan ini
bisa digunakan untuk mempercepat proses perubahan. Namun
pada pelaksanaannya, kewenangannya terbatas karena setiap
unit memiliki kewenangannya sendiri. Terkait dengan batasan
kewenangan tersebut, semua partisipan menjadi kurang optimal
dalam bekerja. Menurut Spreitzer (1995), determinasi diri
dapat membuat seseorang membuat pilihan yang rasional dan
mandiri dalam bekerja. Dan hal tersebut tidak terlihat pada
ketiga partisipan, dimana H bersikap menyerahkan masa-lah
yang dihadapi ke atasannya karena merasa tidak bisa me-
nyelesaikannya terkait dengan kewenangannya yang terbatas.
A menjadi merasa berat dan butuh per-juangan besar untuk
bisa menyelesaikan tugas dengan kewenang-an terbatas dan
ternyata hal tersebut tidak diapresiasi oleh pimpinan. S merasa
bahwa ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya terkait batasan
kewenangan tersebut.

c. Seluruh partisipan menganggap bahwa koordinasi
adalah kunci menembus batasan kewenangan.

H masih mengupayakan sesuatu untuk menghadapi
permasalahan yang ditemuinya. Pada saat ia tidak bisa meng-
hadapi permasalahan tersebut, ia akan menggunakan jalur
birokrasi ke atas untuk mendapatkan solusi kebijakan dari pim-
pinan. Selain itu, ia juga meng-gunakan koordinasi sebagai solusi
karena dianggap bisa menyelesaikan masalah.

A juga menyelesaikan masalah yang dihadapinya yaitu
dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait di XYZ
dan membangun komitmen pimpinan karena pimpinan yang
memiliki kewenangan penuh di areanya masing-masing dan
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memiliki peran penting dalam budaya PNS. Sampai saat ini, ia
membutuhkan cara untuk bisa menggugah pimpinan unit lain
dengan cara koordinasi.

S merasa bahwa solusi yang bisa dilakukan untuk
menghadapi permasalahannya yaitu dengan membuat kebijakan
sesuai situasi dan kondisi yang ada saja dan melakukan koor-
dinasi dengan unit lain. Terkait dengan koordinasi, ia masih
membutuhkan strategi untuk bisa memanfaatkan koordinasi
dengan efektif.

Terdapat kesamaan solusi yang dianggap dapat me-nembus
batasan kewenangan yaitu dengan menggunakan koordinasi
terhadap unit lain. Mereka merasa butuh untuk meningkatkan
strategi agar koordinasi menjadi semakin efektif dan efisien
sehingga dapat menembus batasan kewenangan yang ada.
Tidak bs dipungkiri kalau setiap unit memiliki tugas dan
kewenangannya secara otonom, sehingga diperlukan strategi
komunikasi yang tepat sehingga bisa meningkatkan koordinasi
antar unit.

d. Seluruh partisipan merasa rekan kerja di XYZ memiliki
efek positif dalam menyokong perubahan yang dilakukan oleh
agen perubahan.

Seluruh partisipan merasa bahwa rekan kerja di XYZ
memiliki semangat kerja ketika harus mengumpulkan data
yang dibutuhkan. Kerjasama juga terjalin dengan baik sehingga
dapat menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama. Hal
ini dirasakan mendukung perjuangan yang sedang dilakukan
oleh agen perubahan dan menjadi energi tambahan dalam
melaksanakan tugas dan menyelesaikan masalah.

Competence

a. Seluruh partisipan merasa memiliki kemampuan yang
dapat mendukungnya untuk menjalankan peran sebagai agen
perubahan

Competence yaitu keyakinan diri partisipan atas kemam-
puan yang dimilikinya sehingga dapat melak-sanakan tugas
yang diemban dan mencapai tujuannya dengan sukses. Ketiga
partisipan merasa memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk
mengawal perubahan RB area SDM, sehingga mereka memiliki
keyakinan diri yang penuh bahwa mereka bisa menjalankan
perannya di perubahan RB area SDM.

Beberapa kutipan di atas merupakan kemampuan-
kemampuan yang dimiliki oleh setiap partisipan yang dianggap
dapat membantunya dalam menjalankan peran-nya masing-
masing. Terkait dengan tugas sebagai agen perubahan yang
kompleks dan harus menghadapi segala resistensi yang ada,
sehingga membutuhkan karakteristik yang kredibel, kompeten
dan dapat dipercaya untuk dapat melalui hal tersebut dengan baik
dan sukses membawa perubahan (Oreg & Sverdlik, 2011). Tidak
hanya kemampuannya yang dibutuhkan, keyakinan diri bahwa
dirinya memiliki kemampuan tersebut dan menggunakannya
juga merupakan faktor penting.

b. Seluruh partisipan merasa butuh untuk meningkatkan
kemampuan di bidang tugasnya masing-masing

Sejalan dengan peran yang dilakukan, mereka membu-

tuhkan kemampuan tertentu yang mendukungnya dalam
menjalankan roda perubahan. H membutuhkan kemampuan
strategic thinking dan problem solving. A membutuhkan
komunikasi efektif terkait dengan perannya. S membutuhkan
leadership yang sesuai dengan generasi baru dan juga IT.
Disini terlihat adanya keinginan untuk mengembangkan diri
supaya bisa menjalankan tugas dengan lebih baik lagi.

c. Seluruh partisipan merasa butuh untuk melakukan
aktivitas pengembangan diri

Seluruh partisipan merasa bahwa mereka membutuhkan
kegiatan pengembangan diri yang dirasa efektif untuk dapat
meningkatkan kemampuan yang dibutuhkannya masing-masing.
Secara umum, cara yang efektif untuk mengembangkan dirinya
yaitu mengikuti training/pelatihan. H merasa membutuhkan
aktivitas lain selain training seperti coaching ataupun feedback
untuk dapat mengetahui kemampuan dirinya dan mengem-
bangkannya.

Disini terlihat bahwa mereka menyadari kekurangan diri
dan memiliki kebutuhan ke depan serta memiliki keinginan
untuk mengembangkannya. Jadi keyakinan atas kemampuannya
tidak menjadikannya merasa sempurna, tapi memiliki keinginan

untuk terus berkembang.

d. Sampai saat ini, seluruh partisipan baru melakukan pe-
ngembangan sebatas pengembangan pengetahuan.

Namun ternyata dorongan untuk mengembangkan diri baru
sebatas membuat mereka melakukan pengembangan pada level
pengetahuan melalui membaca. H juga melakukan diskusi
dengan pihak lain, selain membaca. Seluruh partisipan belum
ada yang melakukan aktivitas pengembangan lainnya untuk
meningkatkan kemampuan yang dibutuhkannya masing-masing.

Impact

a. Sebagian responden merasa bahwa upayanya meng-
hasilkan dampak yang signifikan bagi organisasi.

Impact adalah pandangan mengenai hasil kerja saat
melaksanakan tugas sebagai agen perubahan RB. Hal ini terkait
dengan sejauh mana individu merasa bahwa dirinya telah
berperan dengan baik sehingga menghasilkan dampak yang
signifikan untuk organisasi. Hal ini akan terkait dengan kepuasan
kerja individu tersebut.

H dan A merasa mampu memberikan dampak nyata
yang signifikan bagi kementerian karena apa yang mereka
lakukan dapat menghasilkan tunjangan kinerja yang dinantikan
oleh seluruh pegawai kementerian P. selain itu, index RB juga
meningkat karena adanya perubahan yang lebih baik dan
ketercapaian target. Sedangkan S merasa puas ketika menda-
patkan hasil berupa penilaian ataupun penghargaan yang
terkait dengan jabatannya, dimana hasil tersebut tidak ber-
dampak langsung pada kementerian, tapi kepuasan pribadi
terkait jabatannya.

Hal ini tentunya akan membedakan dalam hal kepuasan
yang dirasakan dan dorongan untuk melaksanakan tugas kede-
pannya. Hal ini juga terkait dengan pemaknaan mengenai agen

perubahan itu sendiri. S yang menjalankan perubahan karena
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jabatannya, maka ia akan merasa cukup dengan hasil yang
terkait dengan jabatannya saja. Berbeda dengan H dan A yang
memaknai secara pribadi agen perubahan tersebut, sehingga
mendorongnya untuk berusaha mendapatkan hasil yang
signifikan bagi kementerian.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, tampak bahwa
psychological empowerment yang dimiliki oleh agen perubahan RB
area SDM masih belum optimal. Pada dimensi meaning, pada
saat pekerjaan yang dijalani dikaitkan dengan kebutuhannya
secara personal maka dapat memunculkan dorongan untuk
tetap bertahan. Selain itu, mereka akan tetap menjalani
tugasnya walaupun ada banyak rintangan yang menghalangi,
karena merasa peduli terhadap perubahan nyata yang terjadi
di kementerian P. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian
dari Spreitzer (1995) dan Thomas & Velthouse (1990) yang
menyatakan bahwa ketika pekerjaan sesuai dengan dirinya/
dikaitkan dengan dirinya, maka ia merasa bahwa pekerjaan
tersebut penting dan akan menumbuhkan kepedulian terhadap
apa yang mereka lakukan ke depannya saat menjalani pekerjaan
mereka.

Kanter (1993) menyatakan bahwa lingkungan kerja akan
berhubungan dengan psychological empowerment pegawainya
terutama pada dimensi self-determination. Dengan adanya
keterbatasan sistem dari lingkungan kerja, membuat partisipan
menjadi kurang dapat optimal dalam menjalankan tugas karena
merasa tidak memiliki otonomi atau keleluasaan dalam bekerja
(self-determination) dan kewenangan dalam melakukan sesuatu.
Namun mereka masih mengusahakan cara lain untuk dapat
menembus batasan-batasan yang ada melalui koordinasi.

Sampai saat ini mereka masih memikirkan strategi untuk
membuat koordinasi menjadi makin efektif dalam mendukung
peran mereka dalam membuat suatu perubahan di area SDM.
Permasalahannya yaitu setiap unit berdiri sendiri dan memiliki
tugas dan kewenangan sendiri secara otonom. Strategi yang dapat
digunakan untuk menjembatani hal tersebut yaitu menggunakan
Communication Accomodation Theory (CAT) dalam koordinasi
yang dilakukan antara tim RB dengan unit kerja yang ada di
kementerian P. CAT adalah teori yang menggambarkan pola
komunikasi dalam hubungan antar kelompok (Willemyns dkk,
2003 dalam Rosarini dan Dahesihsari, 2009).

Pada dimensi competence, para partisipan merasa
memiliki kemampuan yang diperlukan untuk melakukan
perubahan, sehingga membuat mereka yakin akan dapat
menjalankan perannya dengan baik dan mencapai tujuan refor-
masi birokrasi. Thomas & Velthouse (1990) menyatakan bahwa
competence akan terkait dengan keyakinan individu akan
kemampuannya dan sejauh mana individu dapat melakukan
pekerjaan dengan menggunakan keterampilannya. Mereka juga
memiliki keinginan untuk mengembangkan diri untuk lebih baik
lagi sehingga dapat menjalankan perannya dengan lebih efektif.

Dimensi impact berhubungan dengan kepuasan kerja in-
dividu tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian
sebelumnya dimana pada saat partisipan merasa memiliki andil
yang membuat dampak signifikan bagi kementerian, ia merasa
lebih puas dengan hasil kerjanya tersebut.

Secara umum, terlihat bahwa psychological empowerment

tim RB area SDM kurang optimal sehingga butuh intervensi yang
dilakukan peneliti untuk membantu meningkatkan psychological
empowerment dalam menjalankan perannya. Melihat hal
tersebut, intervensi yang bisa dilakukan untuk itu yaitu dengan
coaching sehingga bisa mengoptimalkan kinerja masing-masing
partisipan. Menurut Grant (2001, dalam Yuliawan, 2011)
coaching adalah proses yang berorientasi pada solusi dan hasil,
dimana seorang coach memfasilitasi proses pembelajaran secara
personal, pertumbuhan diri dan peningkatan kualitas hidup
klien dalam lingkup yang ditentukan sendiri. Coaching dapat
memaksimalkan kinerja seseorang dengan mengembangkan
potensi yang dimilikinya, coaching akan membantu seseorang
untuk belajar, bukan mengajari (Whitmore, 2009). Coach tidak
harus memiliki keahlian dan pengalaman yang lebih tinggi
daripada klien, karena coach memfasilitasi proses belajar, bukan
yang mengajarkan (Hall dan Duval, 2004).

SIMPULAN

Secara umum, terdapat perbedaan pada dimensi meaning di
ketiga partisipan. Dan terlihat kesamaan dari ketiga partisipan
pada dimensi self-determination. Partisipan yang mengaitkan
peran agen perubahan secara personal akan memiliki dorongan
bekerja yang lebih dibandingkan hanya sekedar memenuhi
tuntutan tugas. Batasan-batasan yang ditemui saat mengawal
peru-bahan akan membuat partisipan menjadi kurang dapat
bekerja secara optimal, merasa tidak bisa melakukan perubahan,
membutuhkan perjuangan yang berat untuk melaksanakan
tugasnya, atau menyandarkan keputusan kepada pihak lain.
Solusi efektif untuk menembus batasan-batasan formal yang ada
yaitu melalui koordinasi. Saat ini mereka masih membutuhkan
strategi untuk dapat memantapkan koordinasi yang menjadi
solusi mereka saat ini. Seluruh partisipan yakin bahwa mereka
memili-ki kemampuan yang dapat menunjangnya untuk
melakukan perubahan. Dibutuhkan pengembangan yang berke-
lanjutan melalui berbagai aktivitas pengembangan diri. Namun
sayangnya mereka baru melakukan pengembangan sebatas
pengembangan pengetahuan saja. Partisipan yang merasa bahwa
usahanya menghasilkan dampak yang signifikan bagi organisasi
akan memunculkan kepuasan kerja.
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